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BAB I

PENDAHULUAN

A . Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan

pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai

komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Secara implisit jaminan hak atas pangan telah diatur dalam Pasal 28C Ayat (1)

yang menyebutkan bahwa Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui

pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan

memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya,

demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Selain itu Pasal 28 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 menyebutkan bahwa Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan

pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama

pemerintah

Cadangan Pangan merupakan salah satu komponen penting dalam

ketersediaan pangan yang dapat berfungsi menjaga kesenjangan antara

produksi dengan kebutuhan, disamping itu juga dapat digunakan untuk

mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan pangan yang bersifat

sementara disebabkan gangguan atau terhentinya pasokan bahan pangan,

misalnya karena putusnya prasarana dan sarana transportasi akibat bencana

alam. Agar hak atas pangan setiap masyarakat tersebut dapat terjamin maka

negara mengutamakan pembangunan ketahanan pangan yang diupayakan

melalui pembangunan berkelanjutan, mengingat ketahanan pangan bagi suatu

daerah merupakan hal yang sangat penting. Adapun salah satu aspek penting

dalam membangun ketahanan pangan adalah adanya ketersediaan cadangan

pangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan

dan Gizi menjelaskan bahwa cadangan pangan merupakan hal penting dalam

rangka pembangunan daerah untuk membentuk masyarakat di daerah

berkualitas, mandiri dan sejahtera melalui perwujudan ketersediaan kecukupan

pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi seluruh masyarakat yang berada

dalam wilayah pemerintahan daerah.

Melihat urgensi pangan, baik sebagai kebutuhan dasar dan salah satu

hak asasi manusia maka pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting

bagi kehidupan bangsa Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Belitung
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Timur pada khususnya, sehingga Pemerintah Daerah diwajibkan agar memiliki

kebijakan cadangan pangan untuk memperkuat antisipasi adanya krisis pangan

sekaligus untuk mengurangi ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap

cadangan pangan pemerintah pusat khususnya dalam kondisi keadaan darurat,

mengingat ketersediaan pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab

pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah.

Penyediaan pangan secara normal berasal dari produksi pangan dan

cadangan pangan. Produksi pangan memiliki beberapa karakteristik

diantaranya : bersifat terbatas dan musiman, rentan terhadap resiko

ketidakpastian iklim/cuaca dan serangan hama penyakit. Melihat sisi yang lain,

menjamin ketersediaan pangan menurut waktu dan tempat, diperlukan

pengelolaan cadangan pangan yang dapat digunakan sebagai salah satu sumber

pangan diluar musim panen, dan atau sumber pangan bagi daerah-daerah yang

bukan merupakan sentra produksi pangan. Dinamika ketersediaan pangan

sangat memengaruhi stabilitas pasokan dan harga pangan. Fluktuasi pasokan

dan gejolak harga mendorong perwujudan sistem cadangan pangan dengan

optimalisasi sumber daya alam dan pangan yang tersedia.

Penyelenggaraan cadangan pangan adalah prioritas dan upaya strategis

penyediaan pangan guna menghadapi Keadaan darurat (alam dan sosial),

Keadaan pasca bencana alam, Stabilisasi harga (produsen dan konsumen)

produk pangan. Tantangan-tantangan baru dalam penyelengaraan cadangan

pangan muncul dari berbagai sisi. Cadangan pangan diperlukan selain karena

faktor produksi musiman dan pengaruh iklim/cuaca, faktor lain adalah

karakteristik komoditi pangan yang mudah rusak, lahan produksi petani yang

terbatas, lemahnya penanganan panen dan pasca panen. Oleh karena itu,

penyelenggaraan cadangan pangan adalah hal yang sangat substansial.

Adapun tujuan diselenggarakannya Cadangan Pangan Pemerintah

Daerah, secara lebih khusus adalah meningkatkan ketersediaan dan distribusi

pangan yang efisien, meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap

pangan, meningkatkan konsumsi pangan lokal, mitigasi kondisi darurat dan

kerawanan pangan pasca bencana, menjaga stabilitas harga pangan (produsen

dan konsumen), meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga

stabilitas ekonomi daerah. Pemerintah Daerah harus bisa dan mampu

mengelola pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan.

Sementara Undang - Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan

m eneg askan bahwa tang gungjawab pemenuhan pang an terletak pada

pemerintah dan m asyarakat secara ber sama - s ama. Pem erintah ber tugas

m enyelenggarakan pengatur an, pem binaan, pen gendalian dan pengawasan
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antar a l ain mel alui penyelenggar aan cadangan pang an nasional, yang terdiri

atas cadang an pangan pemerintah dan cadang an pangan masyarakat.

Cadangan pangan pemerintah ter diri d a ri cadang an pangan pemer intah desa,

pemerintah kabupaten/kot a, pemerintah propin si , dan pemer intah pusat

yang perwujudannya  m emer lukan   inventarisasi    cadangan pangan,

m emper kira k an kekur angan pangan dan keadaaan daru r at, sehingga

pen yelenggaraan pengadaan dal am pengelolaan cadangan pangan dapat

berhasil dengan baik.

Ber dasarkan pokok bahasan diatas, diperlukan Naskah A kademis

Pen yusunan Dr aft Ra n c a n g an P er aturan D aer ah ten tang

Pen yelenggaraan Cadang an Pangan Pemerintah Daerah. Dengan demikian,

diharapkan den gan adany a Per aturan Daerah yang m engaturnya akan lebi h

m enguatkan dalam pen gaturannya, karena l andasan atau pay ung huk umnya

j elas. Atas dasar ter sebu t, m a k a Pemerintah Kabupaten Belitung Timur

dipandang per lu untuk m embuat suatu per atur an daerah sebagai payung

hukum untuk P e n y e l e n g g a r a a n Cadang an Pangan Pemerintah Daerah di

Kabupaten  Belitung Timur.

Kabupaten Belitung Timur memerlukan rancangan peraturan daerah

tentang tata cara penyelenggaraan cadangan pangan sebagai payung hukum

dan langkah pertama untuk tercapainya ketahanan pangan yang mandiri,

berdaulat dan berkesinambungan. Langkah kedua, penyelengaraan cadangan

pangan daerah mencakup penguatan kelembagaan pangan daerah, desa dan

masyarakat. Penyelenggaraan cadangan pangan dibangun dan dikembangkan

melalui kerjasama strategis antara lembaga usaha ekonomi produktif ataupun

lembaga usaha lainnya di tingkat daerah, desa dan masyarakat. Berdasarkan

uraian tersebut, perlu melakukan kajian dalam bentuk Naskah Akademik

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

B. Identifikasi M asalah

Ber dasarkan l atar bel akang ter sebu t di atas dapat dil akukan

identifikasi m asalah, yakni bahwa Cadangan Pang an m erup a k an su atu h al

yang mendapat perhatian sehingga perlu dilakukan pengatur an, oleh karena itu

diperlukan Rancangan Per aturan Daerah Kabup a t en Belitung Timur ten tang

Pen yel enggaraan  Cadang an Pangan Pemerintah Daerah.

Ber dasarkan pada identifikasi m asalah tersebut dapat di rumuskan 3

(tiga) poko k masalah, yaitu sebagai berikut :

1) Urgensi pembentukan Rancang a n Peraturan D aer ah Kabup a t en Belitung
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Timur ten tang  Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah?

2) A pakah y ang menjadi per timbangan atau landasan filosofis, sosiologi s,

yur idis pembentukan Rancang an Per atur an D aer ah Kabup a t en Belitung

Timur ten tang  Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah?

3) A pakah sasaran y ang akan diwujudkan, r uang ling kup pengaturan,

jangkauan, dan arah pen g aturan dalam Rancangan Per aturan D aer ah

Kabupaten Belitung Timur tentang Pen yel enggar aan Cadangan Pangan

Pemerintah Daerah?

C. Tujuan  Dan  Kegun aan

Sesuai deng an r uang lingkup identifikasi m asalah yang di kemuk akan di atas,

tujuan penyusunan Naskah A kademik dirumuskan sebagai beriku t :

1) M erumuskan permasalahan hukum y ang dih adapi sebagai alasan

pem ben tukan Rancangan Per aturan D aerah Kabup a t e n Belitung Timur

tentang Penyelenggaraan  Cadang an Pangan Pemerintah Daerah.

2) M erumuskan pertimbangan atau l andasan filosofis, sosiologis, yuridis

pem ben tukan Rancangan Per aturan D aerah Kabup a t e n Belitung Timur

tentang Penyelenggaraan  Cadang an Pangan Pemerintah Daerah.

3) M erumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengatur an,

jangkauan, dan arah pen g aturan dalam Rancangan Per aturan D aer ah

Kabupaten Belitung Timur tentang Pen yel enggar aan Cadangan Pangan

Pemerintah Daerah.

Adapun kegunaan pen y u sunan Naskah A kademik adalah sebagai

acu an penyusunan dan pemb a h asan Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Belitung Timur tentang Penyelenggaraan Cadang an Pangan

Pemerintah Daerah.

D. M etode

Metode yan g digunakan dalam penyusunan Naskah A kademi k ini

m enggunakan metode yang berbasis metode penelitian hukum. M etode

pen elitian hukum yang di gunakan dal am pen elitian penyu sunan Naskah

Akadem ik ini mel alui cara - cara sebagai berikut :

1) M elakukan studi tekstual yakni m enganalisis teks hu kum yaitu

pasal pasal dalam peratur an perundang - undangan dan kebij akan publik

(kebijakan negara) secar a kritikal dan di jelaskan m akna dan

im plikasinya  terhadap  su bjek  h ukum.

2) M elakukan stu di kontekstual, y akni m engaitkan dengan ko nteks saat

per atur an perundang -undang an itu dibuat ataupun ditafsirkan dalam

r angka pem b entukan Per aturan D aerah Kabupaten Bel itung Timur
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tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Intiny a,

metode penelitian hu kum yang diguna kan dalam penelitian penyu sunan

Naskah A kademi k i ni berada dal am par adigma interpretivisme ter kait

deng an hermeneutika hukum .

Hermeneu tika h ukum pada i nti n y a adalah m eto de in terpretasi atas

teks hu kum , yang m enampi lkan segi ter surat y akni bun yi teks hukum dan

segi tersirat yang m erupakan g agasan y ang ada di bel akang teks hukum i tu.

Oleh karena i tu untuk m en dapatkan pemahaman yang u tuh tentang m akna

teks hukum itu perlu m em ahami gagasan yang m elatari pembentukan teks

hu kum dan wawasan ko n teks kekinian saat teks hukum i tu di ter apkan atau

di tafsirkan. Kebenaran dalam ilmu hukum m erupakan keben aran

intersubjektivitas, o leh karen a i tu penting m el akukan konfirmasi dan

ko n frontasi dengan teor i, konsep, serta pem ikiran para sarj ana yang

m empunyai otoritas di bidang keilmua n nya ber kenaan dengan tem atik

pen elitian penyusunan Naskah A kademi k ini.
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BAB II
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK  EMPIRIS

A. K ajian Teoritis

Pada bagi an kajian teor itis ini akan mengede pankan beberapa teor i,

ko nsep dan asas sebagai j ustifikasi teoritis perlunya pengatur an ten tang

Cadangan Pang an Pemerintah Daerah. Adapu n teori, konse p dan asas diuraikan

sebagai berikut :

1.  Teori Perun dang-undangan

Attamimi (1998) mengatakan bahwa teor i per undang - undangan

berorientasi pada menjelaskan dan menjer ni hkan pem aham an dan

ber sifat kognitif. Pemikira n i ni m enekankan pada m emahami hal -hal y ang

m endasar. Oleh se bab itu dalam mem buat per atur an daer ah, harus

di pahami dahulu karakter norm a dan fun gsi per atur an daerah tersebut.

Per atur an daer ah m erupakan peraturan perundang -undangan. Pasal 1

angka 2 Un dang - Undang No. 12 Tahu n 2011 ten tang Pem bentukan

Per atur an Perund ang - u n d a ngan m enentukan bahwa Per atur an

Perundang-undangan adalah per aturan tertulis yang m emua t n orma

hu kum y ang m engikat se car a umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh

lembaga negara atau pej abat yang berwenang m el alui prosedur y ang

di tetapkan dal am  Per atur an Perundang -undangan.

Eksi stensi per aturan daerah implementasi Pasal 18 ayat (1) Un dang -

Un dang D asar NKRI 1945, y ang m enggunakan frasa “dibagi atas”, l ebih

lanjut diatur se bagai berikut : Negar a Kesatuan Repu bli k Indonesia di bagi

atas daer ah -daerah pr ovinsi dan daer ah pr o vinsi i tu dibag i atas

kabu paten dan kota, y ang tiap - tiap provinsi, kabu paten, dan kota i tu

m empunyai pemerintahan d a e r ah, y ang di atur dengan undang -undang. 

Fr asa dibagi atas ini men unjukkan bahwa keku asaan n egara ter distribusi ke

daer ah-daerah, sehingga memberi k an keku asaan kepada daer ah untuk

m engatur rumah tangganya. Karenany a h al i ni m enunjukkan

pemerintah daerah memiliki fungsi regeling (mengatur). Dengan fun gsi

ter sebu t, di lihat dari su dut pandang “asas l eg ali tas” ( tindak tanduk

pemerintah ber dasar kan hukum) m emperlihatkan adanya kewen angan

pemerintah daerah untuk m emben tuk peraturan daerah. Pasal 1 angka 7

Un dang-Undang No . 12 Tahu n 2011 ten tang Pembentukan Per aturan

Perundang-undangan, mengartikan Per atur an Daerah Kabupaten adalah
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Per atur an Perundang -undangan yang dibentuk oleh D ewan Perwaki lan

Rakyat Daerah Kabupaten dengan persetujuan ber sama Bupati.

Jiml y A sshidi qqie ( 2011) m engatakan bahwa peraturan ter tulis

dalam bentuk ”statutory laws” atau ”statutory legislations” dapat

di bedakan antara y ang u tama ( primary legislations) dan y ang sekunder

(se condary l egi slations) . Menurutnya pr imar y l egisl ations ju ga di sebut

sebagai legisl ative acts , sedangkan se condary di kenal dengan i sti l ah

”execu tive acts ”, delegated legislations atau su bordinate l egisl ations.

Per atur an daer ah merupakan kar akter dari l egisl ative acts , sama halnya

den gan u ndang-undang. O leh sebab itu hanya per aturan daer ah dan

undang -undang saja yang dapat memua t  sanksi .

2.  Teori Penjenjangan  Norma

Teor i penjenj angan norma (S tufenbau des r echts), m enurut Hans

Kel sen, bahwa norma -norma huk um itu berjenjang -jenjang dan berlapis -

lapi s dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih

r endah berlaku, bersumber, dan berdasar pada n o rma y ang l ebih ti nggi,

norma y ang l ebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma

yang lebih t inggi lagi , demi ki an se terusnya sampai p a d a norma yang ti dak

dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma

dasar (Grundnorm) . Sel ai n i tu Hans Kelsen juga mengkl asifikasi kan

norma h u ku m negar a dalam 4 (em pat) kateg ori po kok, y aitu

Staatsfundamentalnorms (Norm a fundamental neg ar a),

Staatsgrundgesetz (aturan dasar /pokok negar a), Formell Gesetz (undang -

undang formal) dan Verordnung & Auto noe Satzung ( A turan pelaksana

dan A tur an o tonom). S i s t em peraturan perundang -undangan di Indon esia 

di peng aruhi o leh pemikiran H ans Kelsen, khu susnya pada Pasal 7 ayat (1)

Un dang-Undang No . 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratur an

Perundang-undangan, yan g m enentukan Jenis dan hierar ki Peratur an

Perundang-undangan ter diri atas  :

a. Un d a ng-Un dang Dasar Neg ar a Republik Indo n esi a Tahun 1945;

b. Ketetapan Maj el is Perm usyawar atan Rakyat;

c. Un dang-Un dang /Per aturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang;

d. Per atur an Pemerintah;

e. Per atur an Presiden ;

f. Per atur an D aerah Provi nsi ; dan

g. Per aturan Daerah Kabupaten/Kota.
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Pen gaturan demi ki an m enunjukkan peraturan di bawah tidak boleh

ber tentangan dengan yang l ebih ti nggi atau den g an kata l ain peraturan

di bawah bersumber pada atur an yang l ebih tinggi. M elihat ketentu an

di atas Per atur an Daer ah Kabupaten pada huruf g , se h i ngga

pem ben tukannya h arus m engacu pada peratur an perundang -undangan

sebagaimana tercantum pada huruf a sampai dengan f.

3.  K onsep Negara Hukum

Indonesia yang m erupakan n egara hukum, se bagaima n a diatur

dalam Pasal 1 ayat ( 3) Un dang -Un dang D asar N KRI 1945,

m engedepankan hak asasi m anusia sebagai salah satu elemen penting,

selain eksistensi peratur an perundang - undang an. D alam sistem huk um

Er opa Kontinental (Civil Law) dan A nglo S ax on (Commo n Law), memiliki

unsur yang sama, y akni perlindun g an hak asas i m anusia (HAM). Ol eh

sebab itu, pengakuan akan “n egara hukum” dalam Pasal 1 ayat (3) UUD

NKRI 1945 perlu dikai tkan dengan Pasal 28 I ayat (5) Un dang -Undang

Dasar NKRI 1945, yang m enentukan :

Un tuk me negakan d an me lindung i hak assi m anusi a s e s uai de ng an

prinsip neg ar a hukum yang de mo kratis, mak a pel aks an aan h ak as as i

m anusi a dij am in, diatur, dan di tuangk an d alam per atur an per undang an -

undang an.

Secara teori, pemikiran “neg ara hu kum” Eropa Kon tinental dim ulai

oleh pemikiran Imanuel Kant, kemudian dikem bangkan oleh J.F Stahl .

Pemikiran negara hukum tersebut, di pengaruhi oleh pemikiran Eko nom

Adam Smi th saat i tu . Jul ius Friedr ich Stahl , m eng emukaka n 4 u nsur

sebagai ciri negara hukum, yakni :

a) Ti ndakan pemerintah ber dasarkan Un dang - undang ( Legalitas);

b) Perlindungan HAM;

c) Pemisahan Kekuasaan dan

d) A danya per adilan adm inistrasi

Ci ri-ciri n egara hu kum yang di kemuk a k a n oleh Friedrich Julius

Stahl dalam m engur aikan “Konsep Negara H u kum” ( Rechts taat) , yang

ber beda dengan ko nsep n egar a hukum Ang lo Saxo n y akni The Rule of

L aw. Secara Konse ptual “ the rul e o f law” D alam Diction ary o f L aw,

diartikan principle of g ove rnment that all persons and bodies and the

government itself are equal before and ans wer able to the law and th at no
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per son shall be punished wi thou t tr ial . Ke m udi an oleh A .V D i cey yang

m engemukakan mengenai unsur -unsur konse p The Ru le of Law, yakni  :

(1) supremacy of law ;

(2) equality before the law ;

(3) the constitution base d on individual rights.

Terlepas perkembangan pemikiran negara h u kum sudah banyak

ber kembang, dengan ber bagai g agasan - gagasann y a. A kan tetapi yang

m enarik dalam 2 (dua) si stem hukum ters e but adalah perlindungan HAM.

Bagi neg ara Indonesia yan g m enganut pola ko di fikasi m a k a j aminan

pemenuhan, pen egakan, per lindungan HA M h arus dijamin dalam

per atur an perundang - u n dangan. Hal ini sesu ai dengan Pasal 28 I ayat (5)

Undang-Un dang Dasar N KRI 1945.

Pemikiran neg ar a hukum i ni menjadi jastifikasi teori tis dalam

pem ben tukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggar aan Cadangan

Pangan. Dikarenakan eks i stensi peraturan daer ah i ni akan m enjamin,

dan m elindungi hak asasi m anusi a warga neg ar a dalam kebu tuhan

pangan serta m enjamin ketersediaan pang an yang cu kup dengan m u tu

yang baik dan harga terjangkau bagi m asyarakat di Kabup a ten Belitung

Timur. Ber kenaan den g an asas legalitas dalam neg ara hu kum

“r echtstaat”, m aka b entuk penjaminan itu h arus di atur dalam instrum en t

hu kum di daerah berupa Peraturan D aerah. D engan demikian adanya

legitim asi h u kum bagi pemerintah daerah dalam m elakuk an u paya

m enjamin ketersediaan pangan yang cu kup dengan mutu yang baik dan

har ga terjangkau .

4.  Asas-Asas Pembent ukan  Peraturan Perundang -undangan

Secar a y uridi s A sas -asas pembentukan peraturan perundang -undangan

di tuangkan dalam Pasal 5 Un d a ng -Un dang No . 12 Tahun 2011 tentang

Pem ben tukan Per aturan Perun dang-undangan, meliputi  :

a. kej el asan tujuan;

b. kel embagaan atau pej abat pembentuk yang tepat;

c. kes esuaian antar a jenis, hierarki, dan m ateri mu atan;

d. dapat di laksanakan;

e. kedayagun aan dan kehasilgunaan;

f. kej el asan rumusan; dan

g. keterbu kaan.
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Yang dimaksud “asas kejelasan tujuan” adal ah bahwa se tiap

Pem ben tukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan

yang jelas y ang hendak dicapai. Asas kel embagaan atau pej abat

pem ben tuk y ang tepat, bahwa se ti ap jenis Per atur an Perundang -

undangan ha rus di buat o leh l embaga n eg ara atau pej abat Pembentuk

Per atur an PerundangUndangan yang berwenang. Peratur an Perundang - 

U n dangan tersebut dapat di batalkan atau batal dem i hukum apabi la

di bu at oleh lembaga negara atau pejabat yang ti dak berwenang.

Kemu di an “asas kesesu aian antara j enis, hierarki, dan m ateri

m uatan” adalah bahwa dalam Pemben tukan Per aturan Perundang - 

U n dangan harus ben ar -benar memperhatikan m ateri m u atan y ang tepat

sesuai dengan j enis dan hierarki Peraturan Perundang -Un dangan. “A sas

dapat dil aksanakan” adal ah bahwa se tiap Pem ben tukan Per atur an

Perundang-Undangan h arus m emperhitungkan efektivitas Peraturan

Perundang-Undangan t e r sebut di dalam m asyara k a t , bai k sec ar a filoso fis,

so siologis, mau pun yuri dis.

Sel anjutnya y ang dimaksud den g an “asas kedayagunaan dan

keh asilgunaan” adalah bahwa se tiap Peraturan Perundang -Un dangan

di bu at karena m emang ben ar -benar dibutuhkan dan bermanfaat dal am

m engatur kehidupan bermasyarakat, ber bang sa, dan bernegara. Yang

di m aksud den g an “asas kej elasan rumusan” adalah bahwa se ti ap

Per atur an Perundang-Un dangan h ar us m emenuhi persyar atan teknis

pen yusunan Per atur an Perundang -Undangan, si stematika, pilihan kata

atau i stilah, serta bahasa hukum yang j elas dan mu dah dimengerti

sehingg a ti dak m eni mbulkan berbagai m acam in terpretasi dalam

pel aksanaannya. “Asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan

Per atur an Perundang-Undanga n mul ai dari perencanaan, penyusu n an,

pem bahasan, penges ahan atau penetapan, dan pengundang an ber sifat

transparan dan terbuka. Dengan demikian, selur uh lapisan m asyarakat

m empunyai kesempatan yang seluas -luasnya u n tuk m ember ikan

m asukan dalam  Pemben tukan Peratur an Perundang -Un dangan.

Dari asas - asas dal am Pasal 5 Un dang -Undang No . 12 Tahu n 2011

tentang Pem bentukan Per aturan Perundang -un dangan tersebut jika

di gunakan u ntuk men gkaji Rancangan Per aturan D aerah tentang

Cadangan Pangan maka dapat diidenti fikasikan se bagai berikut :
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1) A s a s Kejelasan Tu juan, bahwa tujuan dari Per atur an Daerah tentang

Cadangan Pangan berupa terwujudnya pen ingkatan komoditi

per tani an dalam memenuhi kebutuhan pangan di Kabupaten

Belitung Timur.

2) Kel embagaan atau Pejabat Pem ben tuk yang tepat, bahwa Peraturan

Daer ah tentang Cadang an Pangan di bentuk o leh Bupati dan DPRD

Kabupaten Belitung Timur .

3) Kesesuai an antar a jenis, h i r ar ki, dan m ateri m u atan, bahwa

pem ben tukan Per aturan Daerah tentang Cadangan Pangan,

m emperhatikan j eni s, hirar ki dan m ateri muatan.

4) D apat di laksanakan, alasan filo sofis perlunya Per aturan Daerah

tentang Cadangan Pangan i ni dimaksudkan u ntuk m emenuhi

kebu tuhan m asyarakat Bel i tung Timur secara mendasar akan

kebutuhan pangan dal am m eningkatkan kesejahteraan m asyakat dan

petani . Al asan sosiologi s perlunya Per aturan D aer ah tersebut bahwa

belum optimalnya perhatian pemerintah daerah dalam m elindungi

dan m ember dayakan petani. Sedangkan alasan yuridis dalam

m emberikan kepastian hu kum  dan keadilan bagi petani.

5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa Per atur an Daer ah tentang

Cadangan Pangan berdayaguna dan berhasilguna untuk melindungi dan

m emberdayakan petani di kabupaten Belitung Timur dalam

pen ingkatan kesejahteraan se cara mer ata.

6) Kej elasan r umus a n , bahwa pembentukan Per aturan D aerah ini

m emperhatikan si stemati ka, pilihan kata atau i stilah, ser t a bahasa

hu kum yang jel as dan m u d a h dimenger ti sehingga tidak

m enimbulkan berbagai m acam  interpr etasi dalam pelaksanaannya.

7) Keterbukaan, Pem b entukan Per aturan daer ah ini mul ai dari

per encanaan, penyusunan, pembahasan, pen gesahan atau

pen etapan, dan pengundangan bersi fat transparan dan partisipatif.

Sedangkan dalam Pasal 6 Undang -Undang No . 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Per aturan Perundang -undangan, m enentu kan

m ateri mu atan per atur an perundang -undang an h arus m encerminkan

asas :

a. pen g ayom an;

b. kem anusiaan;

c. kebangsaan;



12

d . kekeluargaan;

e. ken usantaraan;

f. bhi nn eka tunggal ika;

g. keadil an;

h. kesam aan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; 

i. keter tiban dan kepastian hukum; dan/atau

j. keseimbangan, keserasi an, dan keselarasan.

Asas- asas i ni yang m enjadi pedoma n bagi pembentukan Peraturan

Daer ah ten tang Cadangan Pangan. Penjabaran asas - asas Pasal 6 

Un dang-Un dang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratur an

Perundang-undangan ter sebut adalah:

a. Yang dimaksu d dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap

M ateri Muatan Peraturan Perundang -undangan harus berfungsi

memberikan pelindungan u n tuk menci ptakan kete ntraman

masy arakat.

b. Yang dimaksud dengan “asas kema nusiaan” adalah bahwa setiap

M ateri Muatan Peraturan Perundang -undangan harus

m encerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi

m anu sia s e r ta hark a t dan m ar tabat setiap warga n eg ara dan 

pen dudu k Indonesia secara propo rsion al.

c. Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap

M ateri Muatan Peraturan Perundang -undangan harus

m encerminkan si fat dan watak bangsa Indo nesia yang majemuk

den gan tetap m enjaga prinsip Negara Kesatuan Republik  Indonesia.

d. Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap

M ateri Mu atan Peraturan Perundang-undangan harus

men cermin kan m usyawarah u ntuk m encapai m u fakat dalam setiap

pengambilan keputusan.

e. Yang dimaksud dengan “asas kenusantar aan” adalah bahwa setiap

M ateri Muatan Peraturan Perundang -Undangan senantiasa

m emperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesi a dan Materi

M u atan Per atur an Perundang -un d angan yang dibuat di daer ah

merupakan bagian dari si stem hukum nasional y ang

ber dasar kan Pancasila dan U U D Neg ara Repu blik Indonesia Tahun

1945.

f. Yang dimaksu d dengan “asas Bhineka Tunggal Ika” adalah bahwa

M ateri M uatan Per atur an Perund ang -Undangan harus
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m emperhatikan keragam an penduduk, agam a, suku dan

golongan, ko n disi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan

bermasy arakat, ber bangsa, dan ber negar a.

g. Yang dimaksu d dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap M ateri

Muatan Peraturan Perundang -undangan harus m encerminkan

keadil an  se cara  proporsional  bagi  setiap  warga Negar a.

h. Yang dimaksud dengan “ a s a s kesama an kedudukan dalam h ukum 

dan pemerintahan” adalah bahwa setiap M ateri Muatan Peraturan

Perundang -undangan tidak boleh m emuat hal yang bersifat

m embedakan berdasarkan latar bel akang, antar a lain, agama, su ku, 

ras, go longan, gender, atau status so sial.

i. Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepasti an hu kum ”

adalah bahwa setiap M ateri Muatan Peraturan Perundang -undangan

harus dapat mewujudkan ketertiban dalam m asy arakat melalui

jaminan kepastian hukum.

j. Yang dimaksud deng an “asas keseimbangan, keserasian, dan

kes elar asan” adalah bahwa setiap M ateri Muatan Peraturan

Perundang -undangan harus m encermi nkan keseimbangan,

keserasi an, dan kes el ar asan, antar a kepentingan indi vidu ,

masyarakat dan kepentingan bangsa dan neg ara.

Dengan dem i kian dalam penyusunan Per atur an D aer ah tentang

Cadangan Pangan, asas – asas pem bentukaanperaturan Perundang-

und angan ter sebut  dijadikan pedom an dalam  perumusannya.

Disamping itu ter dapat beber apa asas y ang m elandasi Cadang an

Pangan Pasal 2 Un d ang -Un dang No . 19 Tahun 2013 ten tang Cadang an

Pangan, yaitu  :

a . kedaulatan;

b. kem andi rian;

c. kebermanfaatan;

d. keber samaan;

e. keter paduan;

f. keter bukaan;

g. efisiensi -berkeadilan; dan

h. keberlanjutan.

Pen yusunan Raperda Kabup a t en Belitung Timur didasarkan pada

asas- asas tersebut di atas, baik asas pem bentukan peraturan p erundang -
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undangan y ang b a i k yang formal dan m a t eril, m aupun asas yang termuat

dalam Undang -Un dang Cadang an Pangan.

Ada 4 ( em pat) asas yang r elevan u n tuk di perhatikan dalam

pem ben tukan Per aturan Daerah tentang Cadangan Pangan. A s a s 

ter sebu t adalah sebagai beriku t: asas Pengayoman, asas kemanusi aan, asas

keadil an, dan asas kesamaan keduduk a n dalam hukum dan

pemerintahan. Keempat asas ini pada dasarnya merupakan hakekat dari hak

asasi m anusia, yakni asas y ang utama dalam paham hak asasi m anu sia

y aitu n on diskrimi nasi . S edangkan asas keterbukaan, sel ain m enjadi

landasan dalam pemben tukan Perda adal ah juga se bagai asas yang

m elandasi pokok pengaturan di dalam Peraturan daer ah y ang sedang

dirancang ini.

B. Praktik Empiris

Pr aktik empir is di susun berdasarkan pengumpulan data dalam rangka

pen yusunan n askah akadem i k dan dr af Rancang an Per aturan D aer ah

tentang Penyelenggara an Cadangan Pang an P e m e r i n t a h D a e r a h di Kabupaten

Belitung Timur dengan beberapa pem angku kepentingan terkait. Beber apa hal

pen ting yang m enjadi target pen gumpul an data yai tu u ntuk m emperoleh

in formasi dan m asukan , m emper dalam permasalahan yang terj adi selama

i ni serta ter kait dengan implement a si k ebijakan. Ber dasarkan 

pengu mpulan data y a n g di lakukan, diperoleh data, antar a lain se bagai berikut  :

1.  Data Ju mlah Ru m ah Tangga Misk in

Kemi skinan dan ker awanan pangan m erupakan fenomena so sial yang

sering m enjadi i su pembangunan di berbagai daer ah di Indo nes i a, tidak

ter kecuali di Kabupaten Belitung Timur. S el ama i ni, kemiski nan

di asosi asikan dengan ker awanan pang an. R u m ah tang g a miskin ( RTM)

bagi an dari komu nitas m asy arakat m iskin di sebut sebagai m asyarakat

yang men derita r awan pangan . Kem iskin an dan r awan pangan

m erupakan dua fenom ena sosi al y ang saling terkait, bahkan dipandang

m empunyai hubungan se bab-aki bat. Ko n disi ketahanan pangan y ang

r entan m enjadi sum ber kemiskinan, dan sebalikny a karena kemiski n an

m aka m enjadi r awan pangan atau tidak m emiliki ketahanan pangan.

Angka gar is kemiskinan y ang m enjadi acu an per hitung an juml ah

po pulasi penduduk m iskin dal am setiap tahu nnya tidak sam a , dan

ce n derung meningkat di Tahun 2025 dibandingkan Tahun 2024 yaitu

mencapai 9.040 jiwa (6,69%). H al ini diduga ada keterkaitan dengan tingkat
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pendapatan masyarakat  d a n   dinamik a  har ga.

Tabel 1. Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

Kabupaten Belitung Timur Periode Tahun 2017 - 2025

(Sumber : Belitung Timur Dalam Angka 2026, BPS)

2.  P eta Wilayah  Rawan Pan gan

Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) atau Peta Ketahanan dan

Kerentanan Pangan merupakan peta tematik yang menggambarkan

visualisasi geografis wilayah rentan terhadap kerawanan pangan. FSVA

tidak saja mengilustrasikan kondisi ketahanan pangan pada suatu

wilayah/daerah, melainkan juga tingkat kerentanan terhadap kerawanan

pangan. Sehingga FSVA menjadi suatu alat yang strategis bagi pemerintah

untuk merumuskan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di

bidang pangan. Indikator penyusunan FSVA terdiri dari 3 aspek yaitu

ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses terhadap pangan dan

pemanfaatan pangan.
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Gam bar 1. Peta Ketahanan dan Ker entanan Pang an Kabupaten Belitung Timur  Tahun
2025 (Indikator Cadangan Pangan)

(Sumber : Bidang Ketahanan  Pangan, Dinas Per tanian dan Pangan, 2025)

Gam bar 2. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pang an Kabupaten Belitung Timur
Tahun 2025 (Indikator Rasio Lahan Pertanian)

(Sumber : Bidang Ketahanan  Pangan, Dinas Per tanian dan Pangan, 2025)

Untuk menggambarkan kerawanan pangan dari aspek ketersediaan pangan

dapat dilihat melalui indikator rasio cadangan pangan dan rasio lahan

pertanian terhadap jumlah penduduk. Pada gambar 1. terlihat bahwa di

setiap desa di Kabupaten Belitung Timur masih belum terdapat cadangan

pangan sehingga seluruh desa masuk kedalam prioritas 1, sedangkan pada

Gambar 2. masih banyak desa yang masuk kedalam prioritas 2, yang artinya
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luas lahan pertanian di desa tersebut masih belum bisa memenuhi

kebutuhan pangan masyarakatnya

Gam bar 3. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pang an Kabupaten Belitung Timur  
Tahun 2025 (Indikator : Penduduk Tidak Sejahteras)

(Sumber : Bidang Ketahanan  Pangan, Dinas Per tanian dan Pangan, 2025)

Sedangkan untuk menggambarkan kerawanan pangan melalui aspek

keterjangkauan/akses terhadap pangan maka dapat digunakan indikator

penduduk tidak sejahtera. Pada Gambar 3. diatas, masih terdapat desa-desa

yang berada pada prioritas 1 – 3, yang artinya akses terhadap pangannya

masih rendah yang disebabkan oleh tingkat kesejahteraan yang rendah.

Untuk i tu perlu su atu kebijakan pengaturan Penyelenggaraan

Cadang an Pangan u n tuk m enjamin ketersediaan pangan yang m encakup

pangan dengan m utu y ang baik dan harga terjangkau men uju

ketahanan  pangan  di Kabupaten Belitung Timur.

3.  Harga  Pangan

Harga pangan yang stabil mengindikasikan jumlah pangan yang tersedia

cukup dengan harga yang terjangkau di suatu daerah. Harga pangan

memiliki dampak yang signifikan terhadap kestabilan ekonomi, sosial, dan

kesejahteraan masyarakat. Gejolak harga pangan yang tidak terkendali

dapat memicu inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat. Kondisi

ketersediaan pangan berkaitan dengan faktor harga dan pasokan pangan.

Harga pangan yang rendah dan terjangkau dapat meningkatkan akses
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masyarakat terhadap pangan, sebaliknya harga yang tinggi akan

menurunkan akses masyarakat terhadap pangan.

Tabel 2. Perkembangan Harga Beras Medium Kabupaten Belitung Timur

Periode Tahun 2021- 2025

(Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Belitung Timur, 2025)

2021 10.438 (0,19)

2022 10.646 1,99

2023 12.450 16,94

2024 12.768 2,56

2025 13.036 2,10

Tahun
Harga Beras 

Per Kg

∆ terhadap tahun 

sebelumnya (%)

Gambar 4. Perkembangan Harga Beras Medium Kabupaten Belitung Timur

Periode Tahun 2021- 2025

(Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Belitung Timur, 2025)

10.438 10.646 

12.450 12.768 13.036 
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Pada Tabel dan Gambar diatas terlihat bahwa harga beras medium selama

5 (lima) tahun terakhir mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini

dapat menurunkan daya beli dan akses masyarakat terhadap pangan.

Untuk itu diperlukan cadangan pangan pemerintah yang salah satu

fungsinya yaitu untuk mengatasi gejolak harga pangan/stabilisasi harga

pangan.
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4.  P roduksi Ketersediaan dan Konsumsi Pangan

Berdasarkan hasil Survei Susenas 2025, konsumsi beras masyarakat

Belitung Timur menunjukan angka per kapita yang menurun dibanding

2024. Hal ini disinyalir disebabkan oleh meningkatnya kesadaran tentang

diversifikasi pangan, pengembangan bahan pangan pokok lokal atau

meningkatnya konsumsi pangan turunan dari terigu (seperti mie dan roti).

Dengan laju pertumbuhan rata-rata penduduk Indonesia berdasarkan hasil

Sensus Penduduk 2020 BPS adalah sebesar 1,25% per tahun maka

meskipun angka konsumsi per kapitanya menunjukkan penurunan namun

total konsumsi domestik beras akan terus meningkat.

Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, kebutuhan terhadap beras

di Belitung Timur terus meningkat. Namun walaupun telah dilakukan upaya-

upaya dalam rangka peningkatan produksi padi (beras), namun hasilnya

belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Belitung Timur terhadap

beras sehingga dalam memenuhi kebutuhan beras masyarakat masih

mengandalkan pasokan beras dari luar karena produksi dalam daerah yang

masih rendah.

Tabel 2. Perkembangan Produksi Padi di Kabupaten Belitung Timur

Periode Tahun 2021- 2025

(Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Belitung Timur, 2025)

Padi Sawah Padi Ladang

2021 3.574,10 86,10 3.660,20

2022 1.473,19 126,28 1.599,47

2023 1.214,18 100,80 1.314,98

2024 1.357,73 49,00 1.406,73

2025 3.117,55 100,80 3.218,35

Catatan : Produksi padi satuan GKP

Produksi Padi (ton)
Tahun Total (ton)

Ber dasarkan t a b e l d i a t a s , pr oduksi padi Tahun 2025 mengalami kenaikan

yang cukup signifikan sebesar 129% dibanding Tahun 2024 yang mencapai

3.218,35 ton GKP atau 1.569,63 ton beras. Namun, dibandingkan dengan

jumlah kebutuhan masyarakat akan beras yang terdiri kebutuhan konsumsi

rumah tangga sebesar 76,105 kg/kap/th dan kebutuhan non RT sebesar

21,26 kg/kap/th yaitu sebesar total 13.083 ton, maka produksi dalam

daerah hanya mampu memenuhi kebutuhan sebesar 12%. Untuk itu,

diperlukan cadangan pangan sebagai antisipasi dan mitigasi untuk

mengatasi krisis dan masalah pangan yang terjadi di daerah.
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5.  P e n y e l e n g g a r a a n   C a d a n g a n   P a n g a n   d i   K a b u p a t e n   B e l i t u n g   T i m u r 

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur adalah perangkat

daerah yang melaksanakan urusan pangan (wajib konkuren) dan urusan

pertanian (pilihan). Sebagai OPD yang menangani urusan di bidang

pangan, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur melalui

bidang Ketahanan Pangan telah melaksanakan penyelenggaraan cadangan

pangan pemerintah.

Penyelenggaraan cadangan pangan terdiri dari pengadaan, pengelolaan dan

penyaluran cadangan pangan. Hingga Tahun 2025, telah dilakukan 4

(empat) kali pengadaan cadangan pangan dengan total eksisting cadangan

pangan pemerintah sejumlah 35,452 ton beras. Sedangkan penyaluran

cadangan pangan telah dilakukan penyaluran yang berasal dari cadangan

pangan pemerintah daerah sebanyak 1 (satu) kali yaitu di Tahun 2021, dan

penyaluran untuk bantuan pangan beras yang berasal dari Cadangan

Pangan Pusat sebanyak 5 tahap dari Tahun 2023 hingga 2025.

C. Kajian Terhadap Implikasi

Penulisan naskah akademik ini memberikan dasar dan justifikasi dalam

penyelenggaraan cadangan pangan di Kabupaten Belitung Timur yang

selanjutnya menjadi peraturan daerah tentang tata cara penyelenggaraan

cadangan pangan. Penyelenggaraan cadangan pangan akan mengikat seluruh

stakeholder secara hukum dalam pengadaan, pengelolaan, dan pernyaluran

serta pelepasan. Cadangan pangan dipenuhi dan dilaksanakan oleh pemerintah

daerah, BUMD, BUMDes, petani, masyarakat dan stakeholder lainnya dengan

bermitra dan saling melengkapi untuk mewujudkan tujuan cadangan pangan

dan lebih luas lagi adalah kemandirian dan kedaulatan pangan.

Mekanisme pengadaan, pengelolaan, penyaluran serta pelepasan

membutuhkan peran aktif masing-masing stakeholder sesuai fungsi baik fisik

maupun manajemen yang diatur oleh peraturan daerah dan peraturan

pelaksanaan lainnya.

Kepastian dan hilirisasi produk pangan beserta cadangan pangan akan

memberikan insentif kepada petani dan seluruh stakeholder termasuk

pemerintah daerah. Mekanisme pemenuhan pengadaan, pengelolaan, dan

penyaluran serta pelepasan memberikan pengaruh pada kebijakan produksi,

penyerapan, penyimpanan, penyaluran dan konsumsi.
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Evaluasi program dan kebijakan yang telah dilaksanakan memberikan ruang

gerak yang lebih bebas dalam Penyelenggaraan Cadangan Pangan untuk

memberikan jaminan pasokan, kestabilan harga, mutu dan kesehatan produk

(beras). Realokasi sumber daya baik fisik maupun manusia guna memperbesar

kapasitas dan kemampuan menjadi agenda dan roadmap dalam

penyelenggaraan cadangan pangan. Integrasi antar instansi dan atau lembaga

yang berkompeten serta terkait merupakan salah satu aset utama dalam

penyelenggaraan cadangan pangan.

Selain itu, pem ben tukan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur

tentang Penyelenggaraan Cadangan Pang an akan membawa implikasi

pada  aspek  kehidupan m asyarakat, yakni :

1. Adanya kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Belitung Timur serta

memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang terkena rawan pangan

transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana dan gizi buruk

Kabupaten Belitung Timur.

2. A danya peningkatan ketersediaan pangan dal am m emenuhi m enun j a n g 

kel angsungan hidup m asyarakat Kabupaten Belitung Timur.

3. A danya tuntutan sikap pr o fesional kepada pem erintah daer ah dalam

pel aksanaan penyelenggara an cadang an pangan.

4. A danya tuntutan bagi Pemerintah daer ah dalam menjamin

keberlangsungan hidup m asyarakat Kabupaten Belitung Timur saat

r awan.

5. Pembentukan Per atur an Daer ah Kabupaten Belitung Timur tentang

Penyelenggaraan Cadangan Pang an akan m em bawa im plikasi pada aspek

keu angan daerah.
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BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUND ANG - U NDANGAN TERKAIT

Terkait dengan Perumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara

Penyelenggaraan Cadangan Pangan ini terdapat sejumlah Peraturan Perundang-

undangan yang dapat dijadikan pedoman sebagai landasan hukum. Kajian ini

dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam

kajian ini akan diketahui posisi dari peraturan daerah yang baru tersebut. Analisis

ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-

undangan yang ada serta posisi dari peraturan daerah untuk menghindari terjadinya

tumpang tindih pengaturan. Beberapa peraturan tersebut antara lain sebagai

berikut :

A. Telaah  Un dang -Un dang Dasar 1945

Pem buk a an Undang-Un dang D asar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 m enyebutkan bahwa tujuan Negara adalah M e l indu ngi segen ap

bangsa Indo n esi a dan se luruh tumpah dar ah Indonesia dan u n tuk

m emajukan kesejaheraan u mum , mencerdaskan kehi dupan bangsa dan

iku t melaksanakan ketertiban dunia b er dasarkan kemer dekaan,

per damaian abadi dan keadil an so sial. Oleh kar ena i tu perlindungan

segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan um um merupakan

tanggung j awab Negara u n tuk m ewujudkannnya. Salah satu bentuk

perlindung an ter sebut adalah ter j ami nny a h ak atas pang an bagi segen ap

r aky at yang merupakan hak asasi manusia yang sangat mendasar sehingga

m enjadi tanggung jawab Neg ar a u n tuk m emenuhinya. Untuk m embangun

ketahanan pang an, kem andirian pang an m enuju kedaulatan pangan, per lu

di upayakan mel alui pelak s a n a an pembangunan berkelanjutan.

Sal ah satu bentuk perlindungan ter sebut adal ah terjaminnya hak

atas pang an bagi segenap r akyat yang m erupakan hak asasi m anusi a yang

sang at fundam ental se hingga m enjadi tanggung j awab n egara u ntuk

m emenuhinya. Hal ini sejalan deng an ketentuan dalam Pasal 2 8A dan Pasal 28C

Un dang -Undang Dasar Neg ar a Republik Indo nesia Tahun 1945 .

Pangan m erup a k an kebu tuh an dasar m anusi a yang paling utama

bagi pen duduk su atu Neg ar a. Karena i tu, sejak ber dirinya Negar a Republ ik

Indonesia, UUD 1945 tel ah m engamanatkan bahwa Negara wajib

m enjalankan kedaulatan pangan (hak r akyat atas pang an) dan

m engupayakan ter penuhinya kebutuhan pangan bagi penduduk. Kewajiban

di m aksud m encakup kewajiban m enjam in ketersediaan, keterjangkaua n, dan
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pemenuhan konsu msi pang an yang cu kup, aman, bermutu, dan bergizi

seimbang. Un tuk bisa m el aksanakan kewajiban tersebut secar a efektif,

m aka Negara w a j i b menguasai sumber daya a l a m untu k digunakan se b e s ar -

bes arny a  bagi kemakmur an rakyat (UUD 1945 Pasal 33 ayat 3).

B. Telaah  Un dang -Un dang Nomor 18  Tah un 2012 Ten tang Pangan

Undang-Undang ini menjadi pedoman dalam pengaturan peraturan

daerah tentang penyelenggaraan cadangan pangan. Pasal-pasal ketentuan di

dalamnya menjadi arah baku dalam menyusun dan merumuskan ketentuan

pengaturan terkait cadangan pangan di Kabupaten Belitung Timur.

Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia

yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan

Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Pasal 3 UU

Nomor 18 Tahun 2012 mengatur mengenai tujuan penyelenggaraan pangan,

yaitu untuk :

a) meningkatkan kemampuan memproduksi Pangan secara mandiri;

b) menyediakan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan

keamanan, mutu, dan Gizi bagi konsumsi masyarakat;

c) mewujudkan tingkat kecukupan Pangan, terutama Pangan Pokok dengan

harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;

d) mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat,

terutama masyarakat rawan Pangan dan Gizi;

e) meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Pangan di pasar

dalam negeri dan luar negeri;

f) meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan

yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat;

g) meningkatkan kesejahteraan bagi Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan

Pelaku Usaha Pangan; dan 

h) melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya Pangan nasional.

Ketentuan Pasal 13 UU Nomor 18 Tahun 2012 menyebutkan bahwa Pemerintah

berkewajiban mengelola stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok, mengelola

cadangan Pangan Pokok Pemerintah, dan distribusi Pangan Pokok untuk

mewujudkan kecukupan Pangan Pokok yang aman dan bergizi bagi masyarakat.

Dalam ruang lingkup yang luas, bahwa Pemerintah dalam pasal tersebut yang

dimaksud adalah Pemerintah Pusat melakukan pengelolaan cadangan Pangan

Pokok Pemerintah, sehingga peran Pemerintah Pusat berkaitan penyelenggaraan

cadangan pangan di daerah sangat besar dan harus sejalan. Dalam mewujudkan

Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan, Pemerintah
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menetapkan Cadangan Pangan Nasional yang terdiri atas a) Cadangan Pangan

Pemerintah; b) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan c) Cadangan Pangan

Masyarakat (Pasal 23 UU Nomor 18 Tahun 2018).

Cadangan Pangan Nasional memiliki tujuan untuk mewujudkan Kedaulatan

Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan, kemudian dalam

Cadangan Pangan Nasional tersebut termuat Cadangan Pangan Pemerintah,

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat. Ini

menjadi materi penting yang menitikberatkan terkait dimana secara struktur

dapat diketahui kedudukan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yaitu

Kabupaten Belitung Timur dan Cadangan Pangan Masyarakat Kabupaten

Belitung Timur. Cadangan Pangan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal

23 dilakukan untuk mengantisipasi :

a) kekurangan Ketersediaan Pangan;

b) kelebihan Ketersediaan Pangan;

c) gejolak harga Pangan; dan/atau

d) keadaan darurat.

Pasal 27 ayat (1) , menen tukan bahwa Dalam mewujudkan Cadangan Pangan

Nasion al sebagaimana dimaksud dal am Pasal 23 ayat ( 1), Pemerintah

m enetapkan Cadangan Pangan Pem erintah dan Cadangan Pangan

Pemerintah  D aer ah.

Pasal 30 mengatur Pemerintah menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan, dan

penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah yang dilakukan secara terkoordinasi

dengan memperhatikan Cadangan Pangan Pemerintah Desa, Cadangan Pangan

Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.

Muatan dalam pasal ini menjelaskan tentang materi tahapan penyelenggaraan

cadangan pangan, dimana di dalamnya terdapat muatan tentang pengadaan,

pengelolaan, dan penyaluran. Dalam ayat 2 dijelaskan bahwa penyelenggaraan

cadangan pangan pemerintah diselenggarakan terkoordinasi dengan

memperhatikan Cadangan Pangan Desa, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah,

dan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi. Dapat dipahami bahwa pengaturan

antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan

Pemerintah Desa harus sejalan. Sedangkan dalam Pasal 31 diatur mengenai

penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Pasal

30 ayat (1) yaitu dilakukan untuk menanggulangi :

a) kekurangan pangan;

b) gejolak harga pangan;

c) bencana alam;
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d) bencana sosial; dan/atau

e) menghadapi keadaan darurat.

Pada Pasal 44, disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah

berkewajiban melakukan Tindakan untuk mengatasi Krisis Pangan yang salah

satunya dengan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan

Pemerintah dan Pemerintah Daerah (ayat (1) huruf a), sedangkan pada Pasal 46

disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam

mewujudkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan

perseorangan yang salah satu caranya dengan melaksanakan Stabilisasi

pasokan dan harga pangan pokok (ayat (2) huruf d) dan Bantuan Pangan (ayat

(2) huruf e). Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pokok dapat dilakukan

melalui pengelolaan dan pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah (Pasal 56

huruf c). Pada Pasal 58 diatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah

bertanggungjawab dalam penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan/atau

pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan baik bagi masyarakat miskin, rawan

pangan dan gizi maupun keadaan darurat, yang salah satunya dengan

penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah.

C. Telaah Un dang -Un dang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah

Esen si Un d ang-Und ang Pemerintahan Daerah, m enekankan pada asas

otonomi daerah. Dimana asas otono mi daer ah ini bersentuhan dengan hak,

wewen ang, dan kew ajiban daerah o tonom untuk mengatur dan m engu rus

sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan m asy arakat setempat

dalam si stem Negar a Kesatuan Republik Indonesia. D e n g an demiki an

kewen angan pu s a t tel ah dilimpahkan kepada daer ah, dalam h al pemenuhan

h ak asasi m anusia sebagaimana dijamin o leh Kon stitusi termasuk dalam

pemanfaatan sum ber daya alam.

Pemerintah Pu s a t m emiliki kewenangan abso lut sedangkan

pemerintahan daerah m emiliki kewena ngan konkuren, y ang dibagi m enjadi

Urus an Pemerintahan yang ber kaitan dengan pel ayanan dasar dan yang tidak

berkaitan dengan pelayanan dasar . Adapun pada Pasal 11 aya t ( 2) Un dang-

Un dang Nomo r 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan D aer ah,

Pemerintahan Daerah ber kewaji ban mel aksanakan y ang ber kaitan dengan

Pel ayanan Dasar yang m eliputi : a. tenaga kerja; b. pemberdayaan

per empu an dan p erlindu ngan anak; c. pangan; d. p e r tanah an; 

e. l i ngkungan hi dup; f. admi nistrasi kependu dukan dan pencatatan si pil; 
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g . pem berdayaan m asyarakat desa; h. pengen dalian penduduk dan keluarga

berencana; i. Perhu bungan; komunikasi dan informatika; k. koperasi, u saha

kecil, dan m enengah; l. penanaman mo dal ; m. kepemudaan dan olah r aga; n.

statistik; o. per sandi an; p. kebudayaan q. per pustakaan; dan r . kearsipan.

Pem ben tukan Per aturan D aer ah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan

D aer ah sangat terkait dengan ketentuan Pasal 12 ayat ( 2) huru f c Un dang-

Un dang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan D aer ah khususnya

sebagai bagi an dar i Urusan Pemerintahan ko n kur en sebagaimana di

m aksu d dalam Pasal 9  ayat (3) yang menjadi kewenangan.

Daer ah ter diri atas Ur usan Pemerintahan Waj ib dan Ur usan

Pemerintahan Pilihan. Dengan begitu pen gatur an Penyelenggaraan

Cadangan Pangan daer ah merupakan aktualisasi dari Un d a ng - U n d ang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan D aer ah dalam r angka

pen yedi aan pang an yang cukup dengan m u tu y ang bai k dan harga

terjangkau di Kabupaten Belitung Timur.

D. Telaah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tah un 2015 tentan g Ketahan an

Pan gan  dan Gizi

Peraturan pemerintah ini merupakan peraturan teknis dari penjabaran

berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Cadangan Pangan dalam Peraturan Pemerintah ini diatur dalam beberapa pasal

terutama yang kaitan dengan penyelenggaraan cadangan pangan Kabupaten

dan cadangan pangan Desa.

Cadangan Pangan Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah

Provinsi merupakan satu bagian yang harus sejalan dalam penyelenggaraannya.

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 13 PP Nomor 17 Tahun 2015 yang

menyebutkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah terdiri atas Cadangan

Pangan Pemerintah Desa; Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan

Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

berupa Pangan Pokok Tertentu yang ditetapkan berdasarkan jenis dan

jumlahnya.

Lebih lanjut pada Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 17 Tahun 2015 mengamanatkan

bahwa ketentuan mengenai penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah

kabupaten/kota diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota. Berdasarkan

hal tersebut maka pemerintah daerah Kabupaten Belitung Timur memiliki

kewenangan untuk membuat Perda terkait dengan cadangan Pangan.
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Selain itu, ter dapat beberapa ketentuan, y ang berkaitan dengan r ancangan

per atur an daer ah tentang penyelenggaraan cadangan pangan, diantar anya :

 Pasal  8 Ay at (1), Menentu kan bahwa :

1) Pengelolaan Cadang an P a n g an Pem erintah sebagaimana di m aksud dalam

Pasal 6 hu ruf b dil akukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan

Pemerintah baik j uml ah m au pun mu tunya antar daer ah dan antar

waktu.

2) Cadangan Pang an Pemerintah yang telah mel ampaui batas waktu simpan

dan/atau ber potensi atau m engalami penurunan mu tu dapat dilaku kan

pel epasan Cadangan Pang an Pemerintah.

3) Pel epasan Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilakukan melalui pengol ahan, dan hi bah.

4) Ketentuan m engenai batas waktu simpan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) diatur dengan Per atur an Kepala Lembaga Pemerintah.

 Pasal  13 m enentukan bahwa :

1) Cadangan Pangan Pemerintah Daer ah terdiri atas  :

a. Cadang an Pang an Pemerintah Desa;

b. Cadang an Pang an Pemerintah Kabupaten/Kota; dan

c. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.

2) Cadangan Pangan Pemerintah D aerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berupa Pangan Pokok Ter tentu yang ditetapkan berdasarkan jeni s dan

jumlahnya.

 Pasal  14 m enentukan bahwa :

1) Kepala desa menyampaikan usul an secara ter tulis kepada bupati/wali

ko ta mengenai jenis dan j umlah Pangan Po kok Tertentu yang akan

di tetapkan sebagai Cadang an Pangan Pemerintah Des a se bagaimana

di m aksud dalam  Pasal 13 ayat (1) huruf a.

2) Bu pati/wali kota berdasarkan u sulan se bagaim ana dim aksud pada ayat

(1) m enetapkan j enis dan juml ah Pangan Po kok Tertentu sebagai

Cadangan Pangan Pemerintah Desa.

3) Penetapan jeni s dan juml ah Pang an Po kok Ter tentu sebagai Cadangan

Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksu d pada ayat (2) dilakukan

den gan mempertimbangkan :

a. pr oduksi Pangan Pokok Tertentu di wil ayah des a;

b. kebu tuhan untuk pena nggulangan keadaan darurat; dan

c. ker awanan Pangan di wilayah des a.

4) Penetapan jeni s dan juml ah Pang an Po kok Ter tentu sebagai Cadangan
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Pangan Pemerintah D e s a sebagaimana di m aksu d pada ayat ( 3)

di sesuaikan dengan:

a. kebu tuhan kon sumsi  m asya r a k a t  des a; dan

b. potensi sumber daya des a.

 Pasal  15 m enentukan bahwa :

1) Pemerintah des a u n tuk menindaklanjuti penetapan Cadang an Pangan

Pemerintah Des a sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 14

m enyelenggarakan :

a. pen g adaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa;

b. pen g elolaan Cadangan Pangan Pemerintah Des a; dan

c. pen yaluran Cadangan Pangan Pemerintah Des a

2) Dalam m elaksanakan pen yelenggar aan Cadang an Pangan Pemerintah

Des a sebagaima n a dimaksud pada ayat (1), pem erintah desa membentuk

unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa.

3) Dalam m elaksanakan pen yelenggar aan Cadang an Pangan Pemerintah

Des a sebagaimana dim aksud pada ayat ( 2), u nit peng elol a Cadangan

Pangan Pemerintah Des a dapat bekerj a sama dengan badan u saha m i lik

des a.

 Pasal  16 m enentukan bahwa :

1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah D e s a sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 15 ayat ( 1) huru f a ber sum ber dari Pang an Po kok Ter tentu

yang diperoleh m elalui pembelian pro duksi dalam n egeri, dengan

m engutamakan produksi desa setempat.

2) Pem belian sebagaimana di m aksud pada ayat ( 1) dilaksanakan se suai

den gan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.

3) Dalam h al Pemerintah ti dak menetapkan h ar ga pembelian, pembeli an

sebagaimana di maksud pada ayat (2) di l aksanakan se suai dengan h ar ga

pem belian u ntuk Cadangan Pangan Pem erintah Desa y ang di tetapkan

oleh gubernur.

4) Dalam hal gubernur tidak m enetapkan h ar ga pembeli an, pembelian

sebagaimana di maksud pada ayat (2) di l aksanakan se suai dengan h ar ga

pem belian u ntuk Cadangan Pangan Pem erintah Desa y ang di tetapkan

oleh bupati/wal i kota.

 Pasal  17 m enentukan bahwa :

1) Bu pati/wali ko ta m enetapkan j enis dan jumlah Pangan Pokok Ter tentu

sebagai Cadangan Pang an Pemerintah Kabu paten/Kota sebagaima n a 

di m aksud dalam  Pasal 13 ayat (1) huruf b.

2) Penetapan jeni s dan juml ah Pang an Po kok Ter tentu sebagai Cadangan

Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaima n a dimaksud pada ayat
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(1) dilakukan deng an m empertimbangkan  :

a. pr oduksi Pangan Pokok Tertentu di wil ayah kabu paten/kota;

b. kebu tuhan untuk pena nggulangan keadaan darurat; dan

c. ker awanan Pangan di wilayah kabu paten/kota.

3) Penetapan jeni s dan juml ah Pang an Po kok Ter tentu sebagai Cadangan

Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaima n a dimaksud pada ayat

(2) disesu aikan deng an  :

a. kebu tuhan kon sumsi  m asya r a k a t  kabup aten/kota; dan

b. potensi sumber daya kabu paten/kota.

 Pasal  18 m enentukan bahwa :

1) Bu pati/wali ko ta untuk m enindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan

Pemerintah Kabup a t en/Kota se bagaimana dim aksud dalam Pasal 17

m enyelenggarakan  :

a. pen gadaan Cadangan Pang an Pemerintah Kabupaten /Kota;

b. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten /Kota; dan

c. penyalur an Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten /Ko ta.

2) Penyelenggaraan Cadang an Pang an Pemerintah Kabupaten /Kota

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan o leh satuan ker ja

per angkat daerah kabupaten/kota y ang m el aksanakan tug as atau

m enyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan.

3) Dalam m el aksanakan tu gas atau m enyelenggarakan fungsiny a, satuan

kerja per angkat daerah kabu paten/kota sebagaimana dimaksud pada

ayat ( 2) dapat bekerja sama dengan badan usaha m ilik negara dan/atau

badan u saha milik daer ah di bi dang Pangan.

 Pasal  19 m enentukan bahwa :

1) Pengadaan Cadang an Pang an Pemerintah Kabupaten/Kota se bagaima n a 

di m aksud dalam Pasal 18 ayat ( 1) huruf a bersu mber dari Pangan Po kok

Ter tentu yang di peroleh m elalui pembelian produksi dalam negeri,

den gan mengu tama k an produksi kabupaten/kota setempat.

2) Pem belian sebagaimana di m aksud pada ayat ( 1) dilaksanakan se suai

den gan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.

3) Dalam h al Pemerintah ti dak menetapkan h ar ga pembelian, pembeli an

sebagaimana di maksud pada ayat (2) di l aksanakan se suai dengan h ar ga

pem belian untuk Cadangan Pang an Pemerintah Kabu paten/Kota yang

di tetapkan ol eh gu bernur .

4) Dalam hal gubernur tidak m enetapkan h ar ga pembeli an, pembelian

sebagaimana di maksud pada ayat (2) di l aksanakan se suai dengan h ar ga

pem belian untuk Cadangan Pang an Pemerintah Kabu paten/Kota yang
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di tetapkan ol eh  bupati/wali kota.

 Pasal  20 m enentukan bahwa :

1) Ketentuan lebih l anjut m engen ai tata car a pen yelenggaraan Cadang an

Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota di atur dengan peraturan daer ah

kabu paten/kota.

2) Dalam menyusun per atur an daer ah kabup a t en/kot a sebagaim ana

di m aksud pada ayat ( 1) , Pemerintah D aerah kabupaten/kota h arus

m emperhatikan penyelenggar aan Cadangan Pangan Pemerintah dan

Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.

E. Telaah Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 2 

Tahun 2017 Ten tang Cadangan  Pangan

Ruang l ingkup Peraturan D aer ah Provinsi ini melingkupi : Penetapan Cadangan

Pangan, Pen yel enggaraan Cadangan Pan gan ( Pengad aan, Pengelolan,

Penyaluran ) , Pen yimpanan. Penanggulangan D arurat Kr isis Pangan, Sistem

Informasi Cadangan Pang an, Pen g awasan dan Pelapo r an.

Pen yelenggaraan Cadangan Pangan Pr ovinsi ter diri atas Cadangan

Pemerintah Kabup a ten/Kota dan Cadangan Pemerintah Desa, yang

di laksanakan o leh Perangkat Daerah Pr ovinsi y ang m elaksanakan tugas dan

fungsi di bidang ketahanan pangan dan dapat ber kerjasama den gan BUMN dan

BUM D  di bidang pangan.

Hal serupa juga di terapkan kepada Pem erintah Daer ah Kabupaten

/Kota dimana Per atur an Daerah i ni m engama n a t kan bahwa

Pen yelenggaraan      Cadang an      Pangan      Pemerintah Kabupaten /Kota

di laksanakan o leh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota y ang m elaksanakan tugas

dan fungsi di b i dang ketahanan pangan dan dapat ber kerjasama dengan BUMN

dan BUM D  di bidang pangan.

Dalam hal krisis pang an, Per aturan D earah ini m emberikan

kew enangan kepada Bupati/Wakilota u ntuk m enetapkan status keadaan

dar ur at krisis pangan di wi l a y ahnya ber dasarkan rekomendasi dari

per angkat daer ah y ang menyelenggarakan u r usan pemerintah di bi dang

pang an.
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BAB IV

LANDASAN FILOSIFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan  F ilosofi

Landasan filoso fis m em u a t tentang alasan yang di gali dari pandangan

hi dup bangsa, kesadar an, cita hukum , suasana kebatinan, ser ta falsafah

yang bersumberkan pada Pancasi la dan Pembukaan Un dang Undang Dasar

1945.

Ni lai filo so fis su atu  per atur an  perundang - undangan har us

m encerminkan nilai keadilan dan kepastian (Joeniarto, 1980) . Disamping itu,

sy ar at filosofis ber kaitan dengan cita h ukum “r echtsidee”. Esensi dar i

landasan filosofis i ni juga dapat ditemukan pada eks i stensi Pasal 2 Un dang -

Un dang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Per aturan Perun dang -

undangan, y ang m enentukan “Pancasila m er upakan sumber seg ala su m b er

hu kum neg ara”. Hal i ni dimaksudkan agar ada kebi j akan yang selaras

den gan keh endak th e fou n ding fa thers yang termaktub dalam pem bukaan

UUD RI 1945 bisa terwuj u d.

The founding father s dal am membentuk negar a Repu blik Indonesi a

ber tujuan untuk m elindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

dar ah Indonesia dan untu k memajukan kesejahter aan um um, m encer daskan

keh idupan bangsa, dan i ku t mel aksanakan ketertiban du nia y ang

ber dasar kan kemerdekaan, per dam aian abadi dan keadilan sosial. Upaya

m emajukan kesejahteraan u m u m m eru pakan wujud dari melindungi segenap

bangsa. Dengan demi kian, u n tuk m emenuhi hak dan kebutuhan dasar setiap

or ang dalam r angka m elindungi dan m ens ejahterakan kehidupan

m asyarakat, p emerintah daer a h wajib mela kukan u paya pem enuhan pangan.

Sal ah satu u paya pem enuhan pangan adalah dengan Penyelenggaraan

Cadangan Pangan. Penyel enggaraan Cadangan Pang an m erup akan u paya

m ewujudkan ketahanan pangan di daerah.

B. Landasan  Sosiologis

Landasan sosiologis per atur an daer ah berarti keberlakuan h u kum

secara sosiologis yang b e r d a s a r pada pem a h aman bahwa dengan dasar

so siologis atur an hukum, termasuk per aturan daer ah, yang di ben tuk dan

di terima oleh m asyarakat secara wajar bahkan sponta n .

Menurut Bagir Manan, dasar sosiologis ar tinya m encerminkan

ken yataan yang hidup dalam m asy ara kat. Dalam m asyarakat i ndustri,

hu kumnya h arus sesu ai dengan kenyataan -kenyataan yan g ada dal am

m asyarakat i ndustri ter sebut. Dengan i ni diharapkan per atur an perundang -
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undangan dapat diter ima oleh m asy arakat secara waj ar dan berlaku efektif

ser ta tidak memerlukan pengarahan i nstitusional  untuk mel aksanakann y a.

Ber talian den g an norma hu kum pengatur an tentang cadangan pang an

dalam peraturan perundang -undang an, ketentuan Pasal 33 ayat ( 3)

m enentukan bahwa : “Bumi dan air dan kekayaan alam y ang terkandung di

dalamny a di kuasai oleh n egara dan di pergunakan se besar -besarnya u n tuk

kem akmu r an rakyat.” Ber dasar kan h al tersebut, h al -h al yang m engatur

tentang cadangan pang an yang berasal dar i bumi se bagai kar unia Tu h an

Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negar a dan di pergunakan un tuk sebes ar -

bes arny a bagi kemakmuran r aky at seba gaimana y ang diamanahkan dalam

Pem buk a an Undang -Undang Dasar Negar a Repu blik Indo nes i a bahwa tujuan

bernegara adalah: “... m elindungi seg enap bangsa Indonesia dan se lur uh

tumpah darah Indonesia dan untuk m emajukan kesejahteraan um um , 

m encerdaskan kehidupan bang sa dan i kut m elaksanakan ketertiban du nia 

yang berdasarkan kemer dekaan, per damaian abadi , dan keadil an so sial ...”.

Secar a sosiologis,kebu tuhanpangan sangat penting bagi kel angsungan h i d u p 

manusia diduni a ini. Manusi a m er upakan m ahlu k sosial yang selalu

berinteraksi antara se samanya. S edang kan m asalah pang an m erupakan

kebutuhan po kok y ang paling u t a m a bagi seorang m anusi a. Un tuk

m engatur kesej ahteraan hidup berbangsa dan bernegar a dalam pen gunaan

pang an, neg ara h arus m engatur tentang cadangan pan g an. D engan

demikian diharapkan terwuju dlah pemer ataan kesejahteraan bagi

m asyarakat.

Ber dasarkan ur aian situasi sosi ologi s diatas maka di perlukan payu ng

hu kum beru p a Peratur an Daerah tentang Cadangan Pangan u n tuk

m engakom o dirnya, yang selanjutnya akan di tetapkan m enjadi per aturan

daer ah, adal ah suatu u paya hukum (legal problem solving) ya ng timbul dalam

si tuasi dan kondisi kemasyarakatan di Kabupaten Belitung Timur.

C. Landasan Yu ridis

Landasan y uridis berarti keberlaku an hu kum secara yuridis yang

m endasarkan pada pem a h aman bahwa su atu atur an atau norma jika norma itu

merupakan bagi an dari suatu nor ma hukum ter tentu yang dalam norma -norma

h u ku m i tu saling m enu njuk yang satu terhadap yang lain. S i stem norma

hu kum yang demi ki an itu ter diri atas su atu keselur uhan h i r ar ki norma

hukum khusus y ang bertumpu kepada n orma h ukum u mu m . Dal am norma

hukum khusus y ang l ebih rendah di derivasi dari norm a hukum y ang lebih lebih

tinggi.

Ter kait dengan keberlaku an hukum secar a yuri dis dari atur an hukum
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termasuk peraturan daer ah, m aka perlu dikemukakan pemaham an hu kum

dar i beber apa ahli hukum, yaitu:

1. H a n s Kelsen m em a h am i bahwa se ti ap norma hukum harus berdasarkan

norma hu kum y ang lebi h tinggi tingkatannya;

2. W. Ze venbergen m emahami bahwa setiap norm a hukum harus m emenuhi

sy ar at-syarat pembentukannya;

3. Logem an m emahami bahwa norma hok um m engi kat j i ka m enunjukan

hu bungan keharusan ( hu bungan memaksa) antar a satu kondisi den g an

akibatnya.

Per atur an D aerah sebagai jenis peraturan perundang - undangan

m emiliki landasan kostitusional dan landasan yuridis dengan di aturnya

kedu du kan Peratur an Daer ah dalam Undang - Un dang Dasar Negara Repu blik

Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat ( 6), Undang -Un dang No mor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan dan Un dang -

Un dang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Undang- Undang No mor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan

Kedua atas Un dang -Undang Nomor 23 Tah u n 2014 tentang Pemerintahan

Daer ah ditentukan bahwa DPRD kabu paten/kota m em punyai tugas dan

we wen ang untuk m em bentuk Per aturan Daer ah kabupaten/ kota ber s a m a - 

s a m a dengan Bu pati/Wali Kot a ber dasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1)

butir a y ang berbunyi: “DPRD kabupaten/kota mem punyai tugas dan

we wen ang membentuk Per d a  Kabup a ten/Kota bersama bupati/wali kota”.

Pem ben tukan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang

Cadangan Pangan D aer ah juga harus di dasar kan pada atur an y ang l ebih

tinggi. Un tuk mewujudkan tuju an hukum yang baik, diperlukan penyesuaian

den gan asas - asas pembentukan peraturan perundang -undan g an dan asas

m ateri mu atan per atur an perundang -undang an y ang telah diatur dalam

Pasal 5 dan Pasal 6 Un dang -Undang No . 12 Tahun 2011 ten tang

Pem ben tukan Per aturan Perun dang-undangan.

Sel ain itu, Landasan Yuridis ini merupakan per timbangan atau alasan

yang m enggam barkan bahwa per aturan daer ah y ang dibentuk untuk

m engatasi permasalahan huku m atau mengisi kekosongan hukum dengan

m emper timbangkan atur an yang tel ah ada, guna menjami n kepastian h u kum

dan r asa keadilan masy arakat. Landasan Yur idis m enya ngkut per soalan

hu kum y ang ber kaitan dengan su bstansi atau m ateri ya ng di atur sehingga

perlu dibentuk peraturan daerah. Beberapa per soalan hukum i tu, ter utama

per atur an hukum tingkat pusat yang su dah ada, tetapi ti dak m emadai, 

kar en a belum m emenuhi kekhasan daerah.
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BAB V

JANGKA U A N ,  ARAH PENGATURAN DAN

RUANG LINGK UP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A.  Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur

tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah meliputi subjek

pengaturan yaitu pihak yang memiliki hak dan kewajiban atau diberikan

kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah

disahkan/ditetapkan, maka subjek pengaturan dalam peraturan daerah ini

adalah beberapa Perangkat Daerah di Kabupaten Belitung Timur yang

merupakan kepanjangan tangan dari Bupati Belitung Timur selaku Pemerintah

Daerah, yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan ketentuan mengenai

Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Kabupaten Belitung Timur sebagaimana

diatur dalam Raperda Kabupaten Belitung Timur tentang Penyelenggaraan

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Selain subjek pengaturan ditentukan

pula objek pengaturan dalam jangkauan pengaturan yaitu merupakan segala

sesuatu yang berada dalam pengaturan hukum dan dapat dimanfaatkan oleh

subjek hukum, maka objek pengaturan dalam peraturan daerah antara lain

mengatur mengenai ketentuan penetapan cadangan pangan, pengadaan

cadangan pangan, pengelolaan cadangan pangan, penyaluran cadangan pangan,

peran serta masyarakat, pendanaan, pengawasan dan pelaporan

penyelenggaraan cadangan pangan.

Selain itu Sasaran yang akan diwujudkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten

Belitung Timur tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

adalah sebagai berikut :

a. mewujudkan pengaturan Penyelenggaraan Cadangan Pangan yang

fungsional dan sesuai dengan peruntukan yang serasi dan selaras tata kelola

pemerintah daerah;

b. mewujudkan tertib dalam Penyelenggaraan Cadangan Pangan yang

menjamin Penyelenggaraan Cadangan Pangan dari segi tanggung jawab,

kemanfaatan, keterpaduan, keberlanjutan, keamanan dan keselamatan,

keprofesionalan, keresponsifan, akuntabilitas, manfaat, dan kepentingan

umum;

c. mewujudkan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Cadangan Pangan

bagi masyarakat dan pemerintah daerah, dalam arti terjaminnya legalitas
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dan tersedianya pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan

tugas, fungsi dan kewenangannya, termasuk upaya penegakan hukumnya.

Arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung

Timur tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

bertumpu pada langkah konkrit apa yang harus dilakukan atau diperlukan

untuk mencapai sasaran yang ingin diwujudkan, maka arah pengaturan dalam

rancangan peraturan daerah ini dimaksudkan untuk menjaga agar

penyelenggaraan cadangan pangan di daerah dapat berjalan dengan baik,

sehingga dalam melaksanakan pengelolaannya dan menjaga keseimbangan

cadangan pangan di daerah, pemerintah daerah dapat mewujudkan tingkat

kecukupan pangan pokok tertentu dengan harga wajar dan terjangkau sesuai

dengan kebutuhan masyarakat, mempermudah dan meningkatkan akses

pangan bagi masyarakat yang mengalami darurat dan krisis pangan akibat

bencana alam dan bencana sosial sekaligus menyediakan bantuan pangan

untuk masyarakat rawan pangan dan masyarakat miskin dan daerah lain yang

membutuhkan sehingga pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan

pangan pada kerawanan pangan yang mencakup daerah dapat terlaksana secara

seimbang.

Dalam hal cadangan pangan pemerintah, pemerintah daerah wajib untuk

menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan

Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan produksi Pangan Pokok

Tertentu dalam Daerah, kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat,

dan tingkat kerawanan pangan dalam Daerah. Dalam penetapan juga

Pemerintah Daerah wajib menyesuaikan dengan kebutuhan konsumsi

masyarakat dalam Daerah dan potensi sumber daya Daerah.

B.  Ru a n g  Lingkup dan Materi Muatan Peraturan  Daerah

Ruang Lingku p dan Materi Muatan Peraturan D aerah tentang

Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah Penyelenggaraan Cadangan Pangan

dengan m ateri po kok dijadikan dasar pem bagi an, yakni :

1. Ketentuan Umum

2. Maksud dan Tujuan

3. Ruang Lingkup

4. Penetapan Cadangan Pangan

5. Penyelenggaraan Cadangan Pangan

6. Kesiapsiagaan Krisis Pangan Dan Penanggulangan Krisis Pangan

7. Sistem Informasi Cadangan Pangan
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8. Peran Serta Masyarakat

9. Pengawasan dan Pelaporan

10.Pembiayaan

11.Ketentuan Peralihan

12.Ketentuan Penutup
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BAB VI

PENUTUP

A.  K esimpulan

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi permasalahan serta kajian

pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Penyelenggaraan Cadangan

Pangan di Kabupaten Belitung Timur merupakan hal yang penting sebagai

bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah. Pangan menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah yang

bukan merupakan pelayanan dasar sebagaimana dijelaskan dalam pasal 12

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang

kemudian diuraikan di dalam Lampiran X mengenai pembagian urusan

pemerintahan bidang Pangan.

Selain itu, dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015

Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mengamanatkan Daerah Kabupaten untuk

membentuk Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan, hal

tersebut menjadi dasar pelaksanaan pengaturan penyelenggaraan cadangan

pangan daerah kabupaten dan sebagai payung hukum dan acuan dalam

penyelenggaraan cadangan pangan di Kabupaten Belitung Timur.

B.  S aran

Ber dasarkan kesimpulan diatas m a k a penyusunan Rancangan

Per atur an D aer ah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pang an Pemerintah

Daerah harus segera dilakukan dan dalam penyusunan Rancangan Peratur an

Daer ah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pang an Pemerintah Daerah

di lakukan deng an berpedoman pada asas – asas pem b entukan per atur an

perundang-undangan yang baik dan di sesu aikan dengan per aturan

perundang –undang an yang lebih tinggi ser ta yang setingkat.
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